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ABSTRAK 
 
Tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai merupakan kejahatan 
yang patut untuk diperhitungkan . Di tengah maraknya perdagangan bebas di 
Indonesia turut mempengaruhi pula tingkat peredaran barang ilegal terlebih 
khusus rokok ilegal tanpa cukai, hal ini harus mendapat perhatian khusus dari 
Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya 
Pabean C Kota Tegal. 
Penelitian ini bertujuan untuk Memberi penjelasan terkait pengaturan 
hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai serta 
mengetahui upaya penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai oleh 
Petugas Bea dan Cukai Kota Tegal. 
Jenis penelitian ini adalah lapangan, pendekatan yang digunakan adalah 
normatif empiris, teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan 
secara langsung dan mencari data online untuk data sekunder, yang hasilnya 
langsung dianalisis melalui metode kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal tanpa cukai 
dapat dikenakan sanksi pidana serta denda dengan Berdasarkan Undang–Undang 
Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 11 Tahun 
1995 tentang Cukai. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 
Kata Kunci: Peredaran, Rokok Ilegal, Bea Cukai, Undang-Undang. 
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ABSTRACT 
 
 
The crime of the circulation of illegal cigarettes without excise is a crime 
that deserves to be taken into account. In the midst of the rise of free trade in 
Indonesia also affects the level of circulation of illegal goods, especially illegal 
cigarettes without excise, this should receive special attention from Officers of 
Customs and Excise (KPPBC) Office of Customs and Excise Type C Tegal City. 
This study aims to provide an explanation related to the legal regulation of 
the criminal acts of illegal cigarette distribution without excise and to know the 
law enforcement efforts of the circulation of illegal cigarettes without excise by 
the Tegal City Customs and Excise Officer. 
This type of research is the field, the approach used is empirical normative, 
data collection techniques through interviews with informants directly and 
searching online data for secondary data, the results of which are directly analyzed 
through qualitative methods. 
The results of this study indicate that the circulation of illegal cigarettes 
without excise can be subject to criminal sanctions and fines using Law No. 
39/2007 concerning amendments to Law No. 11/1995 on Excise. 
Based on the results of this study are expected to be material information 
and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the 
Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 
 
Keywords: Circulation, Illegal Cigarettes, Customs, Law. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi dan  informasi pada 
era sekarang sangat memudahkan seseorang untuk melakukan suatu 
tindakan apapun, kapanpun, dan dimanapun di berbagai bidang termasuk 
bidang ekonomi dalam hal ini bidang barang dan jasa. Berkembangnya pola 
hidup dalam masyarakat mempengaruhi tindak pidana yang terjadi. Dan 
salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak 
pidana peredaran barang ilegal . Persaingan yang ketat antar pelaku usaha 
menimbulkan kecenderungan bagi mereka untuk menghalalkan segala cara 
demi memenangkan persaingan tersebut. 
Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara 
melanggar prosedur yang berlaku guna menghindari pajak atau cukai. 
Padahal kejahatan ini dapat sangat merugikan negara. Khususnya dalam 
bidang perpajakan. Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan negara, 
terlebih khusus dalam hal ini adalah pajak cukai. Lalu diatur pula pada Pasal 
1 ayat 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang 
berbunyi “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang- 
barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan 
dalam Undang-undang ini.” Pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang 
 
 
 
 
 
1 
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tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada Pasal 4 ayat 1 Undang- 
Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi : 
1) Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari : 
 
a) etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang 
digunakan dan proses pembuatannya; 
b) minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa 
pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan 
proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung 
etil alkohol; 
c) hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, 
tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan 
tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau 
bahan pembantu dalam pembuatannya. 
Kemudian ada beberapa karakteristik yang menyebabkan barang 
tertentu terkena cukai. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf A-D Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan: 
a. Barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi; 
 
b. Barang-barang yang distribusinya harus diawasi; 
 
c. Barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya 
lingkungan hidup; 
d. Sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di 
masyarakat. 
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Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk 
hasil tembakau, berupa Cigaret. Dalam terminologi sehari-hari, sigaret 
dikenal dengan istilah rokok. Rokok merupakan sebuah produk hasil 
tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia1. Karena 
permintaan yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat dan tingginya 
cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka 
membuat banyak oknum yang berusaha menghindar untuk membayar cukai 
rokok. Mereka mengedarkan atau menjual rokok tanpa pita cukai. Hal ini 
dimaksudkan agar mereka mendapatkan untung yang besar. Perbuatan yang 
dilakukan oleh oknum tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan 
di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 54, dan 
termasuk kedalam tindak pidana cukai. 
Kota Tegal merupakan “Kawasan Berikat” dimana kawasan berikat 
berfungsi sebagai tempat penyimpanan, penimbunan, dan pengolahan 
barang yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Oleh karena 
hal itu, Kota Tegal merupakan tempat yang cukup strategis bagi para 
pengedar barang ilegal terlebih khusus bagi peredaran rokok tanpa cukai 
karena daerah ini merupakan kawasan industri berkembang dimana banyak 
perusahaan asing yang mulai membangun usahanya di wilayah Kota Tegal. 
Dan perlakuan perpajakan dalam kawasan berikat ini memiliki landasan 
hukum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 255/PMK.04/2011 yang 
 
 
 
 
1 (http://scholar.unand.ac.id/44540/2/Bab%20I.pdf.) Diakses 5 April 2020 
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merupakan PMK perubahan atas PMK Nomor 147/PMK.04/2011. PMK ini 
mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2015. 
Kasus peredaran barang khususnya rokok ilegal tanpa cukai di Kota 
Tegal harus menjadi perhatian yang serius, karena banyak sekali tangkapan 
hasil temuan oleh Petugas Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai di 
wilayah ini. Dalam kurun waktu 2016-2017 baik melalui kegiatan operasi 
pasar, patroli darat, maupun pencegahan barang kiriman pos yang telah 
mendapatkan persetujuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL), para petugas menemukan 74.463 batang rokok serta 
beberapa barang ilegal tanpa cukai lain dengan keseluruhan nilai barang 
ditaksir mencapai Rp.260.526.878, dengan potensi kerugian negara sebesar 
Rp.169.166.289 dan semuanya telah dimusnahkan2. 
Ditemukan lonjakan yang sangat signifikan pada kasus hasil 
penindakan selama periode Juli 2018 hingga April 2019 dimana jumlah 
rokok ilegal berbagai merk yang dimusnahkan sebanyak 4.180.352 batang 
dengan perkiraan nilai total barang sebesar Rp2.816.694.780 serta potensi 
kerugian negara sebesar Rp1.874.767.952 dan semuanya telah 
dimusnahkan3. Terlihat dari data di atas jumlah kerugian yang disebabkan 
karena tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai ini sangatlah besar 
dan sangat merugikan negara. Hal tersebut harus mendapat perhatian dari 
aparat penegak hukum di wilayah Kota Tegal. Oleh karena itu, upaya 
 
2 (http://wartabahari.com/6836/bea-cukai-tegal-musnahkan-barang-illegal). Diakses 5 
April 2020. 
3 (https://www.gatra.com/detail/news/459942). Diakses 5 April 2020 
5 
 
 
 
 
 
 
tersebut harus diperketat guna mencegah dan atau meminimalisasi tindak 
pidana penyelundupan rokok ilegal yang mungkin saja dapat terjadi di 
kemudian hari. Dengan melihat kemungkinan– kemungkinan tersebut 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul 
“Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal di Wilayah Hukum Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C 
Kota Tegal.” 
 
 
B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana peredaran  
rokok ilegal tanpa cukai berdasarkan Undang–Undang Nomor 39 
Tahun 2007 tentang Cukai? 
2. Bagaimana upaya penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa 
cukai di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tegal? 
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C. Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 
untuk: 
1. Memberi penjelasan terkait pengaturan hukum terhadap tindak pidana 
peredaran rokok ilegal tanpa cukai berdasarkan Undang-Undang 39 
Tahun 2007 tentang Cukai. 
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum peredaran rokok ilegal 
tanpa cukai di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tegal. 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
 
Berdasarkan dari tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
 
Memberikan sumbangan pemikiran kepada akademisi guna sarana 
pengembangan ilmu pengetahuan pidana khususnya pada penegakan 
atas pelanggaran peredaran rokok ilegal tanpa cukai. 
2. Manfaat Praktis 
 
a. Memberikan jawaban berupa informasi sesuai dengan 
permasalahan yang sedang diteliti. 
b. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan 
permasalahan peredaran rokok illegal tanpa cukai. 
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E. Tinjauan Pustaka 
 
Berikut penulis deskripsikan beberapa penelitian terkait dengan 
penelitian ini: 
1. Annisa Dwi Khairani (2017) dengan judul “Penegakan Hukum 
Terhadap Penyelundupan Rokok dan Minuman Keras Oleh Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Selat Panjang Berdasarkan Undang- 
Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai”4. Jurnal ini membahas 
tentang kejahatan tindak pidana penyelundupan barang ilegal dalam 
hal ini penyelundupan rokok dan minuman keras yang ada di Selat 
Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Sesuai Pasal 1 
ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai  
berbunyi “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap 
barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang ini.” Permasalahan yang ada di 
Selat Panjang cukuplah kompleks dimana banyak perdagangan bebas 
dan ilegal yang seringkali terjadi. Penulis mencoba menjabarkan 
bagaimana hambatan serta penegakan hukum bagi pelaku tindak 
pidana kejahatan tersebut. 
2. M. Farid Ananda (2012) Program Studi Departemen Kriminologi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan 
judul “Analisis Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional Dalam 
 
4Annisa Dwi Khairani, Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Rokok  dan 
Minuman Keras Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Selat Panjang Berdasarkan 
Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai, JOM, Vol. 4, Nomor  2, Oktober, 2017, hlm. 
2. 
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Kasus Penyelundupan Barang di Pelabuhan Tanjung Priok”5. Skripsi 
ini mengangkat permasalahan tentang penggambaran suatu sistem 
pencegahan kejahatan atau sistem pengamanan yang diterapkan di 
Pelabuhan Tanjung Priok dalam meminimalisasi suatu tindakan- 
tindakan penyelundupan barang dalam proses ekspor maupun impor 
barang. Dimana Pelabuhan Tanjung Priok merupakan salah satu 
pelabuhan modern dan terbesar di Indonesia dalam arus ekspor dan 
impor barang yang terjadi menggunakan jasa pelayanan pelabuhan 
yang sangat tinggi. Terkait dengan hal ini maka kemungkinan 
terjadinya tindak kejahatan seperti penyelundupan barang pun sangat 
tinggi melalui pintu pelabuhan laut. 
3. Eva Syahfitri Nasution (2015) dengan judul “Pertanggungjawaban 
Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia”6. Jurnal 
ini mengangkat permasalahan tentang penegakan bagi para pelaku 
tindak pidana penyelundupan barang ilegal yang melintasi daerah 
pabean Indonesia. Karena maraknya penyelundupan yang terjadi, 
mengingat letak geografis Negara Republik Indonesia yang  sangat 
luas dan merupakan negara kepulauan yang lautnya berbatasan 
langsung dengan negara tetangga, serta seperempat perdagangan dunia 
melintasi daerah pabean Indonesia, maka diperlukan pengawasan 
pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam pabean 
 
5M. Farid Ananda, Analisis Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional Dalam Kasus 
Penyelundupan Barang di Pelabuhan Tanjung Priok, Depok : Universitas Indonesia, 2012, hlm. 1. 
6Eva Syahfitri   Nasution, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana 
Penyelundupan di Indonesia, Jurnal Mercatoria, Vol. 8, Nomor 1, Juni, 2015, hlm. 1. 
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untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar 
pulau, khususnya barang-barang tertentu. 
Adapun perbedaan dari penelitian terkait dapat dilihat dari substansi 
permasalahan penelitian dimana pada penelitian ini membahas penegakan 
peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang ada di Kota Tegal. Serta dari 
beberapa penelitian terkait memiliki landasan aturan hukum yang berbeda 
karena tindak pidana penyelundupan terbagi menjadi dua variabel hukum 
yaitu mengenai pajak pabean dan pajak cukai. 
 
 
F. Metode Penelitian 
 
1. Jenis Penelitian 
 
Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research). Penelitian 
lapangan yaitu pencarian data dilakukan langsung dilapangan atau 
dilokasi penelitian7. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan  
karena didasarkan atas data-data yang dikumpulkan dari lapangan 
secara langsung. 
2. Pendekatan Penelitian 
 
Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah dengan pendekatan 
normatif empiris. Penelitian hukum mengenai pemberlakuan 
ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) 
secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi 
 
 
 
7Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University 
Press, 2007, hlm. 27. 
10 
 
 
 
 
 
 
dalam masyarakat8. Khususnya pada kinerja dari pihak petugas bea 
cukai Kota Tegal demi meminimalisir terjadinya tindak pidana 
peredaran rokok illegal tanpa cukai. 
3. Sumber Data 
 
Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data data  primer 
dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil 
penelitian yang dilakukan langsung di lapangan oleh peneliti. 
Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil 
penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur 
atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi 
penelitian9. 
4. Metode Pengumpulan Data 
 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
melalui wawancara untuk data primer, dan penelusuran secara 
konvensional dan online untuk data sekunder. Metode pengumpulan 
data dengan teknik wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab 
secara langsung dengan petugas Bea dan Cukai Kota Tegal. Dalam 
penelitian ini metode wawancara digunakan untuk memperoleh 
keterangan yang lebih pasti mengenai kasus tindak pidana yang terjadi 
serta upaya penanganannya. Penelusuran kepustakaan secara 
konvensional adalah kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat 
 
8Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2004, hlm. 134. 
9Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2015, hlm. 156. 
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penyimpanan data. Sedangkan penelusuran secara online adalah 
kegiatan mencari sumber pustaka didunia maya melalui jaringan 
internet10. Pencarian berbagai jurnal serta sumber data online yang 
lain. 
5. Metode Analisis Data 
 
Penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu 
mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah- 
masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil 
penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil 
kesimpulannya11. Hasil penelitian dari data sekunder yakni penelitian 
kepustakaan kemudian akan dipergunakan untuk menganalisa data 
primer yang diperoleh dari lapangan. 
 
 
G. Sistematika Penulisan 
 
Rencana laporan penelitian yang berjudul ”Penegakan Hukum 
Peredaran Rokok Ilegal di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tegal” 
akan disusun dalam empat bab yang masing-masing saling berkaitan. 
Keempat bab tersebut sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode 
penelitian dan sistematika penulisan. 
 
10Ibid. 
11Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: CV. Alfabeta, 2002, hlm. 29. 
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Bab II Tinjauan Konseptual, pada bab ini berisi tentang teori dan peraturan 
sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah-masalah 
yang akan dibahas yaitu mengenai Tindak Pidana, Cukai, serta 
Penegakan Hukum Pidana. 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam hal ini akan diuraikan 
tentang hasil penelitian guna menjawab pengaturan hukum terhadap 
tindak pidana peredaran rokok illegal tanpa berdasarkan Undang – 
Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai serta mengetahui upaya 
penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai di wilayah 
hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) 
Tipe Madya Pabean C Kota Tegal. 
Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan 
pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan dan akan 
diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil 
penelitian yang ditemukan untuk dipergunakan sebagai pembahasan 
atas hasil penelitian. 
  
 
BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
 
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 
 
1. Pengertian Tindak Pidana 
 
Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana 
(yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang 
melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti 
yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Vos, 
tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan 
perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya 
dilarang dengan ancaman pidana.12 Menurut Simons, tindak pidana 
adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang 
bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan 
yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.13 Menurut 
Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya 
dikenakan hukuman pidana14. Menurut Pompe mendefinisikan tindak 
pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang 
dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana 
untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan 
umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang 
 
12 Tri Andrisman,  Hukum Pidana, Bandar  Lampung : Universitas Lampung, 2007,  Hlm. 
81. 
13Ibid. 
14Ibid. 
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oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang 
dapat dihukum15. 
Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 
memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat 
dibagi menjadi dua macam yaitu : 
a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan 
termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung 
dihatinya. 
b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku 
atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu 
dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku 
itu harus dilakukan16. 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak 
pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku 
adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 
umum17. 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
 
E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengemukakan suatu tindak 
pidana harus memenuhi unsur-unsur, yaitu: 
15Ibid. 
16Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 1993, Hlm. 69. 
17Ibid., Tri Andrisman, hlm. 82. 
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1) Ada perbuatan yang dilarang, Van Hamel menunjukkan tiga 
pengertian perbuatan (feit), yakni:18 
a) Perbuatan (feit) : terjadinya kejahatan (delik). Pengertian 
ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa 
orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan 
dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan 
pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu 
dikemudian dari yang lain. 
b) Perbuatan (feit) : perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu 
sempit. Contoh: seseorang di tuntut melakukan perbuatan 
penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian 
ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti 
masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja 
melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada 
“penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak 
menerima pengertian perbuatan (feit) dalam arti yang 
kedua ini. 
c) Perbuatan (feit) : perbuatan material, jadi perbuatan itu 
terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. 
Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada 
pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari. 
 
 
18Andi Zainal Abidin, Op.Cit., hlm. 175. 
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2) Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk), Terdapat beberapa 
pengertian mengenai sifat melawan hukum yang dijadikan 
rujukan, yaitu:19 
a) Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 
Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa 
wenang” atau “tanpa hak”. 
b) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai 
“bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan 
hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga 
mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi 
Negara. 
c) Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang 
Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam 
Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan 
dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang 
dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau 
yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai 
perbuatan yang tidak patut dilakukan. 
Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh 
peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. 
Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 
 
 
 
 
19Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana 1, Bandung: CV Armico , 1991, hlm. 151. 
17 
 
 
 
 
 
 
(dua) macam, yakni:20 
 
a) Sifat melawan hukum formil (Formale wederrechtelijk) 
Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan 
bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi 
rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan 
pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam 
undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti 
melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang- 
undang. 
b) Sifat melawan hukum materil (materiele wederrechtelijk) 
Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang 
memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan 
hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu 
bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), 
tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni 
kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di 
masyarakat. 
3) Tidak ada alasan penghapusan pidana (Strafuitsluitingsgrond), 
Unsur selanjutnya dalam tindak pidana adalah tidak adanya 
alasan penghapusan pidana (Strafuitsluitingsgrond), Teguh 
Prasetyo mengartikan Strafuitsluitingsgrond sebagai suatu 
keadaan, yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah 
 
 
20Amir Ilyas, Op. Cit., hlm. 53. 
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melakukan suatu perbuatan, yang dengan tegas dilarang dan 
diancam dengan hukuman oleh undang-undang tidak dapat 
dipidana21. Di dalam KUHP, alasan penghapusan pidana diatur 
dalam buku I dan buku III, M.V.T menyebutkan alasan 
penghapusan pidana, yaitu:22 
a) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang 
yang terletak pada diri orang itu (inwending); dan 
b) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang 
yang terletak diluar orang itu (uitwending). 
Unsur penghapusan pidana yang terletak pada diri sendiri, 
diatur dalam ketentuan Pasal 44 KUHP, dimana pada intinya 
menerangkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana karena 
jiwanya dihinggapi oleh suatu penyakit atau jiwanya tidak 
tumbuh dengan sempurna atau yang paling mudah lazimnya 
disebut dengan gila. Sedangkan penghapusan pidana yang 
terletak diluar orang itu, dapat dilihat dalam ketentuan KUHP, 
sebagai berikut: 
a) Pasal 48  KUHP,  keadaan  memaksa  (overmacht),  
Ketentuan tersebut adalah “barang siapa melakukan 
perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. 
Jika diteliti lebih jauh, ketentuan KUHP tidak menjelaskan 
secara rinci dan jelas apa  yang  dimaksud dengan keadaan 
21Teguh Prastyo, Hukum Pidana Materiil, Jilid II, Jogjakarta : Kurnia Kalam, 2005, hlm. 
135. 
22Ibid. 
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memaksa apa sebab sehingga dipidana, apakah 
menyangkut perbuatan (feit) ataukah pembuatnya. Di 
banyak literatur hukum pidana, daya paksa dibagi menjadi 
dua, pertama daya paksa yang absolut atau mutlak, biasa 
disebut vis absoluta. Bentuk ini sebenarnya bukan daya 
paksa yang sesungguhnya, karena di sini pembuat sendiri 
menjadi korban paksaan fisik orang lain. Jadi ia tidak 
mempunyai pilihan lain sama sekali23. Sedangkan daya 
paksa yang kedua disebut daya paksa relatif atau vis 
compul siva. Daya paksa relatif ini dibagi dua lagi, yaitu 
yang pertama daya paksa dalam arti sempit (overmacht in 
engere zin) dan daya paksa disebut keadaan darurat 
(noodtoestand). Daya paksa dalam arti sempit ialah yang 
disebabkan oleh orang lain sedangkan daya paksa yang 
berupa keadaan darurat (noodtoestand) disebabkan oleh 
bukan manusia24. Moeljatno, meyampaikan pendapatnya 
mengenai keadaan memaksa yaitu:25 
“Atas perbuatan yang dilakukan orang karena 
pengaruh daya paksa, di mana fungsi batinnya tidak dapat 
bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari 
luar, orang itu dapat dimaafkan kesalahannya. Yang masih 
menjadi persoalan tentunya ialah berapa besar seharusnya 
23Amir Ilyas, Op. Cit., hlm. 58. 
24Ibid., hlm. 60. 
25Moeljatno, Op. Cit., hlm. 58. 
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tekanan batin dari luar itu, untuk dapat dikatakan ada daya 
paksa yang mengakibatkan kesalahan dapat dimaafkan“. 
b) Pasal 49 ayat (1) KUHP, (noodweer), Ketentuan Pasal 49 
ayat (1) KUHP tersebut, adalah sebagai berikut: “Tidak 
dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan 
pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, 
kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau 
orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman 
serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan 
hukum”. Rumusan Pasal 49 ayat (1) seperti di atas, dapat 
ditarik unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (noodweer) 
tersebut: 
1) Pembelaan itu bersifat terpaksa; 
 
2) Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, 
kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau 
orang lain; 
3) Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang 
sangat dekat pada saat itu; dan 
4) Serangan itu melawan hukum. 
 
Amir Ilyas, menyampaikan bahwa dalam ketentuan Pasal 
 
49 ayat (1) KUHP mensyaratkan harus seimbangnya 
antara pembelaan dengan serangan atau ancaman. 
Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan 
21 
 
 
 
 
 
 
keharusan. Asas ini disebut asas subsidiaritas 
(subsidiariteit). Harus seimbang antara kepentingan yang 
dibela dan cara yang dipakai di satu pihak  dan 
kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional, 
tidak semua alat dapat digunakan (hanya yang pantas, 
masuk akal saja).26 Pembelaan terpaksa juga terbatas 
hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta 
benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan 
bergerak badan dankehormatan kesusilaan yang meliputi 
perasaan malu seksual. Lebih sempit daripada kehormatan 
tetapi lebih luas daripada tubuh saja (Hoge Raad 8 Januari 
1917 N.J. 1957 halaman 175)27. 
c) Pasal 50 KUHP, Menjalankan Undang-Undang, 
Ketentuan Pasal 50 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa 
yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan 
ketentuan undang-undang tidak dipidana”. Hazewinkel- 
Suringa, bahwa ketentuan Pasal 50 ini sebagai dasar 
pembenar berkelebihan (overbodig), karena bagi orang 
yang menjalankan ketentuan undang-undang dengan 
sendirinya tidak melawan hukum28. Teguh Prasetyo, 
meyampaikan pendapatnya bahwa “untuk melaksankan 
peraturan perundang-undangan diberikan suatu 
26Amir Ilyas, Op. Cit., hlm. 67. 
27Ibid. 
28Ibid., Hazewinkel-Suringa, hlm. 69. 
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kewajiban”, jadi untuk dapat mengunakan ketentuan 
Pasal 50 KUHP, maka tindakan tersebut harus “seimbang 
dan patut”29. 
d) Pasal 51 KUHP, menjalankan perintah atasan, Pasal 51 
KUHP menyatakan: 
1) “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk 
melaksanakan perintah jabatan yang diberikan 
oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. 
2) “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak 
meyebapkan hapusnya pidana, kecuali yang 
diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa 
perintah yang diberikan dengan wewenang dan 
pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan 
pekerjaannya”. 
 
 
Jika diperhatikan secara secara seksama ketentuan Pasal 
 
50 KUHP seperti di atas, mengisyaratkan adanya 
hubungan langsung antara yang memberi perintah dan 
yang diperintah ada hubungan hukum public. 
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka yang dimaksud 
dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sebuah syarat-syarat atau 
ketentuan yang harus terpenuhi, agar pelaku tindak pidana dapat 
dikenai sanksi pidana. Dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur 
tersebut, mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 Teguh Prasetyo, Op., Cit. hlm. 150. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Cukai 
 
1. Pengertian Cukai 
 
Istilah cukai dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” 
mempunyai arti pungutan negara yang dikenakan terhadap barang- 
barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, 
yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, 
pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat 
atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan 
pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang 
Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2007 menyebutkan bahwa Cukai merupakan pajak Negara 
yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif  serta 
perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek 
cukai, sehingga dapat dikatakan bahwa Cukai termasuk pajak tidak 
langsung yaitu pajak yang dapat dibebankan atau  dilimpahkan 
kepada orang lain dalam hal ini adalah pemakai atau konsumen. Cara 
membedakan pita cukai asli dan pita cukai palsu yaitu dapat dilihat 
dengan mata telanjang dari kertas cukainya, ada tanda serat atau 
tidak, dengan menggunakan kaca pembesar, serat terlihat lebih jelas, 
apabila disorot memakai lampu sinar ultraviolet (UV) maka akan 
terlihat tebaran serat berbentuk batang pendek berwarna oranye, 
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jingga, dan biru, berarti dapat dikatan cukai tersebut asli30. 
 
 
2. Pengertian Bea Cukai 
 
Istilah dan pengertian bea cukai tertuang pada Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2006 kepabeanan tentang perubahan atas Undang- 
Undang Nomor 10 tahun 1995. Pengertian Bea adalah pungutan 
negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang di impor dan 
diekspor, sedangkan untuk pengertian Cukai adalah pungutan negara 
yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai 
sifat ataupun karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang, 
tidak hanya itu, yang memberikan pengawasan dan yang mengurus 
mengenai bea cukai atau yang biasa disebut dengan Kepabeanan. 
Pengertian kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan 
dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah 
pabean dan pemungutan bea masuk. 
 
 
3. Pengertian Pita Cukai 
 
Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan 
cukai yang terutang atas barang kena cukai31. Pita cukai berupa 
kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. 
Pita cukai digunakan oleh wajib cukai sebagai tanda pelunasan cukai 
 
30Juli Anglaina, Skripsi Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Iegal Dan Pita Cukai 
Palsu Di Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019, 
hlm. 8. 
31Ibid., hlm. 9. 
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yang terutang. Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di Kantor Bea 
dan Cukai, pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai 
merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan 
hak-hak Negara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini 
berupa hasil tembakau (rokok), sehingga hasil tembakau tersebut 
dapat dikeluarkan dari pabrik32. Hasil tembakau dianggap telah 
dilunasi cukainya, setelah hasil tembakau tersebut telah dilekati pita 
cukai sesuai ketentuan yang berlaku, untuk hasil tembakau yang 
dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukai harus dilakukan sebelum 
hasil tembakau dikeluarkan dari pabrik. 
 
 
4. Pengertian Cukai Hasil Tembakau dan Tarif Cukai Hasil 
Tembakau 
Peredaran rokok ilegal yang marak terjadi dengan adanya pita 
cukai palsu menjadi tujuan penulisan. Cukai Hasil Tembakau (CHT) 
adalah cukai yang dikenakan terhadap beberapa produk hasil 
tembakau. Hasil tembakau terdiri dari: Sigaret, Cerutu, Rokok Daun 
atau Klobot, Tembakau Iris, serta Hasil Pengolahan Tembakau 
Lainnya. Macam-macam Sigaret seperti: Sigaret Kretek mesin/SKM, 
Sigaret Putih Mesin, Sigaret Kretek Tangan/SKT, Sigaret Kretek 
Tangan Filter, sigaret Putih Tangan, Sigaret Putih Tangan Filter33, 
dalam penulisan ini yang difokuskan adalah mengenai objek cukai 
32Ibid. 
33Bagian Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No.203/PMK.011/2008 
tentang Tarif CHT 
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hasil tembakau. Kebijakan cukai yang menarik saat itu yakni 
melarang pemasukan hasil tembakau buatan luar negeri yang 
dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dalam upaya 
mengamankan dan meningkatkan produksi hasil-hasil tembakau 
dalam negeri kecuali untuk para anggota perwakilan negara asing 
untuk dipakai sendiri dan untuk hal tersebut masih terbatas 
jumlahnya, namun kemudian tahun 1968, hasil tembakau buatan luar 
negeri diperbolehkan masuk asalkan membayar cukai serta pajak 
lainnya dan ini berlangsung hingga sekarang34. 
Pelaksanaan tarif cukai sesuai dengan Undang-Undang No. 39 
tahun 2007 sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Direktorat 
Jendral Bea Cukai, selaku instansi pemerintah yang melayani 
masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai mempunyai tugas 
sebagai pengelolaan keuangan Negara35 dibawah pengawasan 
Departemen Keuangan Negara Republik Indonesia, dalam rangka 
pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau, 
kepentingan penerimaan Negara, memudahkan pemungutan dan 
pengawasan barang kena cukai diterapkan sistem tarif cukai spesifik 
dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan 
batang atau gram hasil tembakau, dan pada tanggal 21 September 
2012 Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia telah menyepakati untuk menaikkan tarif cukai hasil 
 
34 Ibid, Juli Anglaina, hlm. 12. 
35Ibid, hlm. 13. 
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tembakau dan penyesuaian harga jual eceran ( HJE ) sebagai salah 
satu upaya pencapaian target penerimaan pajak36. Tarif cukai rokok 
digolongkan berdasarkan produksi tahunan dan jenis rokok yang 
diproduksi. Terdapat tiga macam jenis rokok di Indonesia, yaitu 
Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok kretek yang menggunakan 
filter, Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau rokok kretek tanpa filter, 
dan Sigaret Putih Mesin (SPM) atau rokok putih, sedangkan produksi 
rokok tahunan dihitung berdasarkan pemesanan pita cukai rokok, 
yang terbagi dalam tiga golongan, yaitu:37 
1. Golongan I atau produsen berskala besar adalah produsen yang 
memiliki produksi tahunan lebih dari dua miliar batang per 
tahun. 
2. Golongan II atau produsen skala medium adalah untuk 
produsen yang memiliki produksi tahunan 500 juta batang 
hingga dua miliar batang per tahun. 
3. Golongan III atau produsen berskala kecil adalah produsen 
yang memproduksi kurang dari 500 juta batang per tahun. 
Faktor yang mempengaruhi makin maraknya rokok ilegal 
adalah kenaikan tarif cukai. Tarif cukai rokok sendiri dari tahun 2012 
sampai 2014 mengalami kenaikan sebesar 8% tiap tahunnya. 
Kenaikan tarif cukai tersebut mengakibatkan kenaikan harga rokok 
semakin tidak kompetitif sehingga mengakibatkan ketidakmampuan 
 
36Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 179/PMK.011/2012 
37Ibid. 
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masyarakat untuk membeli rokok yang legal akibat harganya yang 
melambung tinggi akibat kenaikan tarif cukai, sementara tingkat 
ketergantungan masyarakat atas barang tersebut sudah sedemikian 
tinggi. Kenaikan tarif cukai ini memimbulkan dampak negatif 
terhadap pengusaha barang kena cukai atau produsen barang kena 
cukai, oleh sebab itu banyak pabrik rokok maupun pengusaha kecil 
barang kena cukai yang meminta pemerintah maupun DJBC selaku 
instansi pemerintahan di bidang kepabenan dan cukai untuk segera 
merubah tarif cukai yang ada agar tidak menimbulkan kerugian 
terhadap para pengusaha barang kena cukai38. 
 
C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana 
 
1. Sistem Penegakan Hukum Pidana 
 
Kelaziman dalam bidang Ilmu Pengetahuan Hukum apabila 
hendak memahami sesuatu, maka langkah pertama adalah 
pengenalan melalui definisi yang menggambarkan pengertian  
tentang masalah yang hendak dipahami tersebut. Istilah penegakan 
hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan “enforcement”. 
Menurut Barda Nawawi Arief Penegakan hukum adalah:39 
 
a. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemelihara 
keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai 
harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban 
38Ibid., Juli Anglaina, hlm. 13. 
39Barda Nawawi Arief, kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional I s.d. VIII dan  
Konvensi Hukum Nasional 2008, Semarang: Pustaka Magister, 2009, hlm. 36. 
29 
 
 
 
 
 
 
masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan 
merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan 
perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945. 
b. Keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke 
arah tegaknya hukum, keadilan, dan ketentraman dan kepastian 
hukum sesuai dengan Unndang-Undang Dasar 1945. 
Menurut Bagir Manan40, ada berbagai syarat yang harus 
dipenuhi untuk penegakan hukum yang adil atau berkeadilan, 
pertama, aturan hukum yang akan ditegakkan benar dan adil yang 
dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai 
dengan kesadaran hukum dan memberi sebesar-besarnya manfaat 
bagi kepentingan orang perorangan dan masyarakat banyak pada 
umumnya. Kedua, pelaku penegakan hukum yang dapat disebut 
sebagai kunci utama penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. 
Ditangan penegak hukum, aturan hukum yang bersifat abstrak 
menjadi konkrit. Secara sosiologis, inilah hukum yang sebenarnya, 
terutama bagi pencari keadilan. Ketiga, lingukngan sosial sebagai 
tempat hukum berlaku. Hukum, baik dalam pembentukan maupun 
penegakannya, sangat dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial, 
ekonomi, politik maupun budaya, meskipun dalam situasi tertentu, 
diakui hukum dapat berperan sebagai sarana pembaharuan, tetapi 
 
40Bagir Manan, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Jakarta: Asosiasi Advokat 
Indonesia, 2009, hlm. 57. 
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dalam banyak hal hukum adalah cermin masyarakat. 
 
Menurut Barda Nawawi Arief41, dalam rangka meningkatkan 
penegakan hukum in abstracto (proses pembuatan produk 
perundang-undangan) melalui proses legislasi/formulasi/pembuatan 
peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya merupakan proses 
penegakan hukum in abstract. Proses legislasi/formulasi ini 
merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan 
hukum in concreto. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada  
tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis 
yang dapat menghambat upaya penegakan hukum in concreto. 
Demikian pula upaya penegakan hukum in concreto, aparat penegak 
hukum dalam melaksanakan tugasnya diharapkan dapat menegakkan 
hukum secara materiil. Ini berarti, peningkatan wibawa penegakan 
hukum harus lebih ditekankan pada makna penegakan hukum secara 
materiil. 
Penegakanan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk 
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata 
sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan 
hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. 
Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut 
subjek dan objek42. Dari sudut subjek penegakan hukum dapat 
diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. 
41Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 60. 
42ttp://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf . Diakses pada tanggal 5 
Mei 2020 pukul 09.15. 
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Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh 
subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan 
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan 
mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti 
yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. 
Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat 
hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum 
berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya 
hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum 
diperkenankan untuk menggunakan daya paksa43. 
Istilah penegakan hukum menurut Andi hamzah sering disalah 
artikan seakanakan hanya bergerak dibidang hukum pidana saja atau 
hanya di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi 
baik yang represif maupun yang preventif44. Jadi, kurang lebih 
maknanya sama dengan istilah Belanda Rechtshanhaving. Berbeda 
dengan istilah Inggris Law enforcement yang sekarang di beri makna 
represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, 
persuasif, disebut law compliance, yang berarti pemenuhan atau 
penataan hukum. Oleh sebab itu barangkali lebih tepat jika dipakai 
istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum. 
Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut 
objeknya. Sama seperti pada subjek, objek penegakan hukum juga 
43Ibid., Jimly Assiddiqie, hlm. 2. 
44Andi Hamzah, Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana, Surabaya: FH 
Universitas Surabaya Forum 2004 dan Aspenhupiki, 2005, hlm. 2. 
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terbagi dalam arti sempit dan luas45. Dalam arti luas, penegakan 
hukum bukan hanya berdasar pada aturan tertulis namun juga pada 
nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit 
penegakan hukum hanya berdasar pada hukum tertulis. 
Uraian di atas memberikan pengertian penegakan hukum 
adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik 
dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, 
sebagai pedoman prilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh 
para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak 
hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang- 
Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang 
berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara46. 
 
2. Aparat Penegak Hukum 
 
Aparat penegak hukum mencakup pengertian mengenai 
institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Aparat penegak 
hukum dalam arti sempit hanya mecakup polisi, penasehat hukum, 
jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat 
memiliki tugas dan wewenang berdasarkan perintah jabatan dari 
undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum. 
Penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan 
pengertian dari golongan sasaran yaitu masyarakat, dan mampu 
45Ibid., Jimly Assiddiqie, hlm. 2. 
46Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terj.Muttaqien, Raisul, 
Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 89. 
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membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima 
masyarakat. Golongan panutan atau penegak hukum pun dituntut 
agar dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, 
sehingga mengairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau 
masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu 
dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma 
atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan 
yang baik47. 
Sebelum konsep Community Policing diluncurkan terutama di 
negara-negara maju, penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian baik 
dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan 
hukum, dilakukan secara konvensional. Polisi cenderung melihat 
dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi 
kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat negara sehingga 
pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai 
pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian48. 
Prinsip-prinsip ”melayani dan melindungi” (to serve and to 
protect) ditekankan, pendekatan-pendekatan yang birokratis, 
sentralistik, serba sama / seragam mewarnai penyajian layanan 
kepolisian. Gaya perpolisian tersebut mendorong polisi untuk 
mendahulukan mandat dari pemerintah pusat dan mengabaikan 
’persetujuan’ masyarakat lokal yang dilayani. Selain itu Polisi 
47Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 5. 
48http://digilib.unila.ac.id/7107/14/BAB%20II.pdf. Diakses 16 Mei 2020. 
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cenderung menumbuhkan sikap yang menampilkan dirinya sebagai 
sosok yang formal, dan ekslusif dari anggota masyarakat lainnya. 
Pada akhirnya semua itu berakibat pada memudarnya legitimasi 
Kepolisian di mata publik pada satu sisi, serta semakin berkurangnya 
dukungan publik bagi pelaksanaan tugas kepolisian maupun 
buruknya citra polisi pada sisi lain. 
Kondisi seperti ini terjadi di Indonesia, lebih lebih ketika Polri 
dijadikan sebagai bagian integral ABRI dan polisi merupakan 
prajurit ABRI yang dalam pelaksanaan tugasnya diwarnai sikap dan 
tindakan yang kaku bahkan militeristik yang tidak proporsional. 
Perpolisian semacam itu juga ditandai antara lain oleh pelaksanaan 
tugas kepolisian, utamanya penegakan hukum, yang bersifat otoriter, 
kaku, keras dan kurang peka terhadap kebutuhan rasa aman 
masyarakat49. 
Di sisi lain pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari, lebih 
mengedepankan penegakan hukum utamanya untuk menanggulangi 
tindak kriminal. Berdasarkan TAP MPR Nomor II/MPR/1993 
tentang Garis Besar Haluan Negara yang berkaitan dengan Sistem 
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa, Polri dibebani 
tugas melakukan pembinaan Kamtibmas yang diperankan oleh 
Babinkamtibmas sebagai ujung tombak terdepan. Pendekatan 
demikian memposisikan masyarakat seakan-akan hanya sebagai 
 
 
49Ibid., hlm. 29. 
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obyek dan polisi sebagai subjek yang ”serba lebih” sehingga 
dianggap figur yang mampu menangani dan menyelesaikan segenap 
permasalahan Kamtibmas yang dihadapi masyarakat50. 
Sejalan dengan pergeseran peradaban umat manusia, secara 
universal terutama di negara-negara maju, masyarakat cenderung 
semakin ’jenuh’ dengan cara-cara lembaga pemerintah yang 
birokratis, resmi, formal/kaku, general/seragam dan lain-lain dalam 
menyajikan layanan publik. Terdapat kecenderungan bahwa 
masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang 
personal dan menekankan pemecahan masalah dari pada sekedar 
terpaku pada formalitas hukum yang kaku51. 
Dalam bidang penegakan hukum terutama yang menyangkut 
pertikaian antar warga, penyelesaian dengan mekanisme informal 
dipandang lebih efektif dari pada proses sistem peradilan pidana 
formal yang acapkali kurang memberikan peranan yang berarti bagi 
korban dalam pengambilan keputusan penyelesaian masalah yang 
dideritanya52. Community policing sudah diterapkan dibanyak negara 
dengan berbagai karakteristiknya. Model community policing yang 
diterapkan di satu negara tidak sama dengan yang diterapkan oleh 
negara yang lain. Perbedaan-perbedaan tersebut  dikarenakan 
berbagai hal, antara lain ; kondisi sosial, politik dan ekonomi serta 
latar belakang budaya yang berbeda-beda pula. Karena adanya 
50Ibid. 
51Ibid., hlm. 30. 
52Ibid. 
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perbedaan itu maka definisi mengenai Polmas juga agak berbeda 
antara yang satu dengan lainnya53. 
Konsep Community Policing sesungguhnya bukan merupakan 
konsep baru bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai filosofis dan praktis 
community policing telah lama berkembang dan digunakan oleh Polri 
dalam pelaksanaan tugasnya. Siskamswakarsa dengan berbagai 
kegiatannya pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk praktis dari 
implementasi nilai-nilai community policing. 
a. Tugas dan Fungsi Polri 
 
Mengenai fungsi Polri dijelaskan dalam pasal dijelaskan dalam 
pasal 2 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tenang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah 
'satu fungsi pemerintah/negara di bidang pemeliharaan 
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 
masyarakat54. Dalam menjalankan fungsinya, POLRI juga 
mempunyai tugas dan wewenang yang di atur dalam Undang- 
Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.Untuk tugas POLRI diatur dalam pasal 13 dan 14. 
Menurut Pasal 13, tugas pokok kepolisian Negara Republik 
Indonesia adalah: 
 
 
 
53Ibid., hlm. 31. 
54Momo Kelana, Op.cit., hlm. 31. 
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a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
 
b) Menegakkan hukum; dan 
 
c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan 
pada masyarakat. 
Sedangkan pada Pasal 14 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian 
Republik Indonesia bertugas: 
a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan 
patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah 
sesuai dengan kebutuhan; 
b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin 
keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; 
c) Membina masyarakat untuk rneningkatkan partisipasi 
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan 
warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan 
perundangundangan; 
d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 
 
e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
 
f) Melakukan koordinasi, pengawasan pembinaan teknis 
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai , negeri 
sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 
g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua 
tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan 
peraturan perundang-undangan lainnya; 
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h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran 
kepolisian, labotarium forensik dan psikologi kepolisian 
untuk kepentingan tugas kepolisian; 
i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, 
masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan 
ketertiban danatau bencana termasuk memberikan 
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak 
asasi manusia; 
j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk 
sementara sebelum ditangani oleh instansi danatau pihak 
yang berwenang; 
k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai 
dengan kepentingannya dalam hidup tugas kepolisian; 
serta 
l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Agar POLRI dapat bertindak secara lancar dalam 
melaksanakan tugasnya dan untuk keabsahan suatu tindakan 
yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, maka harus 
berdasarkan kepada suatu wewenang yang diberikan oleh 
UndangUndang kepada petugas kepolisian. 
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b. Tugas dan Fungsi PPNS Bea dan Cukai 
 
Direktorat penindakan dan penyidikan mempunyai tugas 
menyiapkan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan 
teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelejen, penindakan 
pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan penyidikan 
tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam 
melaksanakan tugas tersebut, direktorat penindakan dan 
penyidikan menyelenggarakan fungsi:55 
1. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi 
dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelejen 
dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan 
perundang-undangan kepabeanan dan cukai; 
2. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi 
dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan patroli 
dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan 
pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan 
dan cukai; 
3. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi 
dan bimbingan teknis evaluasi dan pelaksanaan 
penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai; 
4. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi 
dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan 
 
 
55(http://digilib.unla.ac.id/7107/14/BAB%20II.pdf). Diakses 16 Mei 2020. 
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intelejen, patroli dan operasi dalam rangka pencegahan 
dan penindakan pelanggaran peraturan perundang- 
undangan di bidang kepabeanan yang berkaitan dengan 
narkotika dan psikotropika; 
5. Penyiapan penyususnan rumusan kebijakan, standarisasi 
dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan 
penyediaan dan pemeliharaan sarana operasi; serta 
6. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. 
 
Tugas tersebut meliputi usaha preventif dan represif, usaha 
preventif yaitu usaha untuk mencegah timbulnya 
penyelundupan dengan meniadakan sebab terjadinya. Hal ini 
merupakan tugas seluruh aparat. Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai pelaksanaan tugas tersebut oleh seluruh pegawai 
Direktorat Jenderal dan Bea Cukai. Usaha preventif ini 
tercermin dalam usaha dan sebagaimana yang tercantum dalam 
fungsi pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, 
bimbingan, maupun kordinasi dilakukan dalam rangka 
pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang- 
undangan56. 
Sedangkan usaha represif yaitu menanggulangi, mengambil 
tindakan lebih lanjut dari akibat terjadinya peredaran rokok 
ilegal tanpa cukai , dimana pada saat ini dengan diterbitkannya 
 
 
56Ibid., hlm. 34. 
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Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai maka tugas ini beralih 
menjadi tugas aparat Direktorat Jendral Bea Cukai khususnya 
pada Direktorat pencegahan dan penyidikan tindak pidana 
penyelundupan. Usaha represif tersebut tercermin dari 
pernyataan fungsi Direrktorat Penindakan dan Penyidikan pada 
bagian ke-d, e, dan f yaitu usaha pembinaan, pengendalian, 
bimbingan, koordianasi dilakukan dalam rangka penindakan 
dan penyelidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan 
dan cukai57. 
Usaha represif dalam hal pencegahan bukan dikantor wilayah 
bea dan cukai dilakukan dibawah bidang pencegahan dan 
penyidikan. Pada bidang ini terdapat seksi intelejen, seksi 
pencegahan dan penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) itu sendiri berada dibawah seksi penyidikan. Dalam 
melaksanakan tugasnya PPNS Bea dan Cukai seringkali 
menggentungkan pada adanya laporan yang didapat dari seksi 
intelejen dan seksi pencegahan, untuk kemudian ditindak 
lanjuti ketahap penyidikan dalam rangka penemuan alat bukti 
dan tersangkanya58. 
 
 
 
57Ibid., hlm. 35. 
58Ibid. 
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3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 
 
Penegakan hukum baik sebagai hukum materil maupun hukum 
formil. Dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah:59 
1. Faktor Hukum 
 
Suatu proses penegakan hukum, faktor hukum adalah salah 
satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum itu 
sendiri. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan 
sempurna hal itu disebabkan karena terjadi masalah atau 
gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak 
diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang yang merupakan 
dasar pedoman dari suatu peraturan perundangundangan, hal 
yang kedua yaitu belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk 
menerapkan undang-undang60. 
2. Faktor Penegak Hukum 
 
Penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam 
penegakan hukum itu sendiri, prilaku dan tingkah laku aparat 
pun seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat 
menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 
Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang 
dapat berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, 
dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat 
melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang 
 
59Ibid., Soerjono Soekanto, hlm. 5. 
60Ibid., Soerjono Soekanto, hlm. 17-18. 
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penegak hukum dengan baik61. 
 
3. Faktor Sarana dan Fasilitas 
 
Sarana dan fasilits yang memadai penegakan hukum akan 
dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang 
dimaksud, antara lain, sumber daya manusia, organisasi yang 
baik, peralatan yang mumpuni, dan sumber dana yang 
memadai. Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi 
maka penegekan hukum akan berjalan maksimal62. 
4. Faktor Masyarakat 
 
Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan untuk 
masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam 
penegakan hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang 
sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang 
merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian 
mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka 
sesuai dengan aturan yang berlaku63. 
5. Faktor Kebudayaan 
 
Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang 
mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang 
menjadi patokan nilai yang baik dan buruk. Menurut Purnadi 
Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai 
 
 
61Ibid., Soerjono Soekanto, hlm. 34. 
62Ibid., Soerjono Soekanto, hlm. 37. 
63Ibid., Soerjono Soekanto, hlm. 56. 
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yang berperan dalam hukum yaitu:64 
 
i. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman, 
 
ii. Nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah 
(keahlakan), 
iii. Nilai kelanggengan (konservatisme) dan nilai kebaruan 
(inovetisme). 
Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau 
disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu 
kebebasan, secara psikis suatu ketentraman ada bila seorang 
tidak merasa khawatir dan tidak terjadi konflik batiniah. Nilai 
kebendaan dan keakhlakan merupakan pasangan nilai yang 
bersifat universal. Akan tetapi dalam kenyataan karena 
pengaruh modernisasi kedudukan nilai kebendaan berada pada 
posisi yang lebih tinggi dari pada nilai keakhlakan sehingga 
timbul suatu keadaan yang tidak serasi65. 
Nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan 
dalam perkembangan hukum, di satu pihak ada yang 
menyatakan hukum hanya mengikuti Perubahan yang terjadi 
dan bertujuan untuk mempertahankan “status quo”. Di lain 
pihak ada anggapan-anggapan yang lain pula, bahwa hukum 
juga dapat berfungsi sebagai sarana mengadakan Perubahan 
dan menciptakan hal-hal yang baru. Keserasian antara kedua 
64Ibid., Soerjono Soekanto, hlm. 60. 
65Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 65. 
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nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan 
peranan yang semestinya66. 
Berdasarkan hal tersebut maka pembuatan peraturan 
perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas dan terperinci 
untuk mengatur dan memberi sanksi agar tidak menimbulkan 
keraguan dalam penerapannya, dan tercipta suatu keadilan serta 
kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66Ibid., Soerjono Soekanto, hlm. 60. 
  
 
BAB III 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal 
Tanpa Cukai Berdasarkan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 
Tentang Cukai 
Indonesia telah mengatur secara khusus bagaimana aturan hukum 
terhadap segala jenis pelanggaran dalam hal ini menimbun, memasarkan, 
mengedarkan maupun menyelundupkan barang ilegal tanpa cukai yang 
dapat diancam hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Sesuai 
ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 1995 tentang Cukai telah diatur pemidanaan bagi para pelaku tindak 
pidana peredaran barang ilegal tanpa cukai, sebagai berikut: 
1. Pasal 50 (Tanpa izin melakukan usaha), “Setiap orang yang tanpa izin 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, 
tempat penyimpanan, atau mengimpor Barang Kena Cukai dengan 
maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana 
denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai 
cukai yang seharusnya dibayar”. 
2. Pasal 52 (Pengeluaran Barang Kena Cukai dari perusahaan yang 
mengakibatkan kerugian negara), “Pengusaha pabrik atau pengusaha 
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tempat penyimpanan yang mengeluarkan Barang Kena Cukai dari 
pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) dengan maksud 
mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan penjara paling 
singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling 
sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang 
seharusnya dibayar”. 
3. Pasal 53 (Memalsukan dokumen), “Setiap orang yang sengaja 
memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan dan/atau dokumen, 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) atau laporan 
Keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar 
pembukuan dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, 
termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan 
dibidang cukai sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1b) yang 
palsu atau dipalsukan, dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan 
paling lama 6 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 
75.000.000,00 dan paling banyak Rp. 750.000.000,00”. 
4. Pasal 54 (Menjual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas/dilunasi 
cukainya), “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual 
atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak 
dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau 
tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling 
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singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling 
sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang 
seharusnya dibayar”. 
5. Pasal 55 (Memalsukan pita cukai, membeli pita cukai palsu, 
mempergunakan pita cukai bekas), Setiap orang yang: 
a. Membuat secara melawan hukum, meniru atau memalsukan  
pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, 
b. Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, 
menyerahkan, penyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita 
cukau atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dipalsukan, 
c. Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, 
menyerahkan, menyediakan, untuk dijual, atau mengimpor pita 
cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan 
paling lama 8 tahun dan dipidana denda paling sedikit 8 kali 
nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang 
seharusnya dibayar. 
 
 
6. Pasal 56 (Memiliki Barang Kena Cukai hasil pidana), “Setiap orang 
yang menimbun, menyiapkan, memiliki, menjual, menukar, 
memperoleh, atau memberikan Barang Kena Cukai yang diketahui 
atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan 
undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 
tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali 
nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya 
dibayar”. 
7. Pasal 57 (Merusak segel/tanda pengaman), “Setiap orang yang tanpa 
izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda 
pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana 
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dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 75.000.000,00 dan paling 
banyak Rp. 750.000.000,00”. 
8. Pasal 58 (Membeli/menggunakan pita cukai bukan haknya), “Setiap 
orang yang menawarkan, menjual atau menyerahkan pita cukai atau 
tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau 
membeli, menerima atau menggunakan pita cukai atau tanda 
pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana 
denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai 
cukai yang seharusnya dibayar”. 
9. Pasal 58A 
 
(1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses system elektronik 
yang berkaitan dengan pelayanan dan pengawasan dibidang 
cukai dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling 
lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 
dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. 
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan 
undang-undang ini dipidana penjara paling sedikit 2 tahun dan 
paling lama 10 tahun dan pidana paling sedikit Rp. 
1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00. 
 
 
10. Pasal 62 (Rampasan Barang Kena Cukai dan barang lain yang 
tersangkut tindak pidana) 
(1) Barang Kena Cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan 
ketentuan undang-undang ini dirampas Negara. 
(2) Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan 
ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk Negara. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian atas barang yang 
dirampas untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri. 
 
 
Rumusan sanksi pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai 
sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan pasal-pasal yang terkait dengan 
sanksi pidana tindak pidana pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 
tersebut diatas pada dasarnya merupakan sanksi pidana berupa pidana 
penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat 
kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana 
penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda 
secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini 
menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut dikenakan sanksi pidana 
ganda yang cukup berat, yaitu penerapan sanksi pidana penjara di satu sisi 
dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda. 
 
 
B. Upaya Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di 
Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
(KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tegal 
Masalah peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang terjadi di wilayah 
Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe 
Madya Pabean C Tegal harus mendapat perhatian, karena wilayah Kota 
Tegal merupakan ”Kawasan Berikat” dimana kawasan berikat adalah suatu 
wilayah dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean Indonesia yang di 
dalamnya  diberlakukan  ketentuan  khusus  untuk  bidang  pabean  terhadap 
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barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah 
pabean di indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea 
cukai dan atau pungutan negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan 
untuk tujuan impor maupun ekspor67. Oleh karena hal tersebut maka cukup 
banyak kesempatan bagi para pengedar barang ilegal terlebih khusus 
peredaran rokok hasil tembakau tanpa cukai untuk menimbun, memasarkan, 
mengedarkan maupun menyelundupkan barangnya di wilayah Kota Tegal. 
Berikut ini data yang bersumber dari bagian Penindakan dan Penyidikan 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kota Tegal: 
 
Tabel I. 
Data Hasil Temuan Rokok Ilegal Tanpa Cukai yang Ditangani Oleh 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya 
Pabean C Kota Taegal Tahun 2016 s/d April 2019 
 
No. Operasi Tahun Jumlah Rokok Kerugian Negara 
1. 2016-2017 74.463 batang Rp.169.166.289 
2. 2018-2019 4.180.352 Batang Rp.1.874.767.952 
 
Sumber : Data olahan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
(KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tegal 
 
 
Dari data di atas dapat dilihat kasus peredaran rokok ilegal tanpa cukai 
di wilayah Kota Tegal yang ditangani oleh Petugas Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kota Tegal terbilang sangat tinggi dan 
merugikan negara. Dalam kurun waktu 2016-2017 baik melalui kegiatan 
67Wawancara dengan Bapak Wahid Sandi, Kepala Sub Bagian Umum Kantor  
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tegal, Pada 
Jumat, 24 Juli 2020. 
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operasi pasar, patroli darat, maupun pencegahan barang kiriman pos yang 
telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL), para petugas menemukan 74.463 batang rokok illegal, 
1.254 botol minuman mengandung etil alcohol, 45.410 gram tembakau iris 
illegal, serta beberapa barang lain dengan keseluruhan nilai barang ditaksir 
mencapai Rp.260.526.878, dengan potensi kerugian negara sebesar 
Rp.169.166.289 dan semuanya telah dimusnahkan68. 
Terdapat peningkatan yang sangat signifikan pada kasus hasil 
penindakan selama periode Juli 2018 hingga April 2019 dimana jumlah 
rokok illegal tanpa cukai berbagai merk yang dimusnahkan sebanyak 
4.180.352 batang beserta hasil temuan lain dengan perkiraan nilai total 
barang sebesar Rp.2.816.694.780 serta potensi kerugian negara sebesar 
Rp.1.874.767.952 dan semuanya telah dimusnahkan69. 
Faktor permintaan masyarakat merupakan faktor pendorong yang 
paling dominan terjadinya dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa 
cukai, karna rokok ilegal tanpa cukai ini lebih murah dibandingkan rokok 
bercukai, serta keuntungan dari para penyalur sangat besar dalam hasil 
penjualan rokok tersebut, dibanding kan menjual rokok legal yang sudah 
dibebankan pungutan Negara dan dilekati pita cukai70. 
 
 
 
 
2020. 
68http://wartabahari.com/6836/bea-cukai-tegal-musnahkan-barang-illegal. Diakses 5 April 
 
69  Wawancara  dengan  Bapak  Ardiyanto,  Seksi  Penindakan  dan  Penyidikan  Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tegal, Pada 
Jumat, 24 Juli 2020. 
70Wawancara dengan Bapak Wahid Sandi, Kepala Sub Bagian Umum Kantor  
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tegal, Pada 
Jumat, 24 Juli 2020. 
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Dari data hasil temuan tersebut, langkah-langkah penegakkan hukum 
harus terus dijalankan. Maka perlu dilakukan upaya-upaya guna mencegah 
dan menanggulangi kasus peredaran rokok ilegal tanpa cukai oleh Petugas 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai Kota Tegal. Upaya-upaya 
tersebut antara lain:71 
1. Penegakan Hukum Secara Preventif (Pencegahan): 
 
a. Mengadakan Penyuluhan Hukum. Kegiatan penyuluhan hukum 
yang pernah diselenggarakan seperti: Sosialisasi Peraturan 
Kawasan Bebas, Sosialisasi Izin Timbun, Sosialisasi Peraturan 
Bank Indonesia dan Sosialisasi Peraturan Kepabeanan dan 
Cukai. 
b. Melaksanakan pengamatan dalam hal ini tugas tersebut 
dijalankan oleh tim inteljen untuk mencari tahu tentang 
informasi mengenai tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa 
cukai dan mencegahnya agar jangan sampai rokok ilegal 
tersebut beredar luas dimasyarakat dengan cara langsung terjun 
kelapangan atau tempat yang dicurigai sebagai jalur peredaran 
rokok ilegal tanpa cukai. 
c. Melakukan patroli Bea dan Cukai langsung terjun ke jalan . 
 
Dengan melakukan patroli seperti ini, Bea dan Cukai dapat 
mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan 
mandat yang telah diberikan kepadanya. 
 
71Ibid. 
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Tidak hanya upaya pencegahan, upaya penanggulangan atau 
penindakan pun turut dilakukan oleh Petugas Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
Bea dan Cukai Kota Tegal demi menekan kasus terjadinya tindak pidana 
peredaran rokok ilegal tanpa cukai di wilayah Kota Tegal. Upaya-upaya 
tersebut antara lain:72 
2. Penegakan Hukum Secara Represif (Penindakan): 
 
a. Melakukan Penangkapan 
 
Dari hasil penangkapan yang telah dilakukan di tahun 2016 
sampai per-Juni 2019, belum ada dari para yang melakukan 
peredaran rokok ilegal baik yang menjual atau yang menjadi 
kurir rokok tersebut yang di proses sampai ke pengadilan. 
Berdasarkan data yang penulis dapat, alasan mengapa para 
pelaku peredaran rokok ilegal belum sampai proses pengadilan, 
karena:73 
1) Dalam Bea dan Cukai mengenal suatu managemen resiko 
yang dalam hal ini pihak dari Bea dan Cukai tidak 
melakukan pembiaran terhadap peredaran rokok ilegal 
tanpa cukai, para pelaku yang ditangkap masih dalam 
golongan kecil karna jika dilihat dari skala prioritas pihak 
Bea dan Cukai lebih mencari sumbernya atau suplier 
dalam bentuk pengadaan rokok ilegal yang besar, belum 
 
72Wawancara dengan Bapak Ardiyanto, Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tegal, Pada 
Jumat, 24 Juli 2020. 
73Irwandi Syahputra, Op.Cit., hlm. 8. 
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memungkinkan menangkap dan dibawa kepengadilan 
penjual atau orang yang bawa rokok ilegal tanpa cukai 
dalam jumlah kecil sehingga tidak diproses, jadi pihak Bea 
dan Cukai hanya Menyita Rokok-rokok tersebut dan 
memberitahukan bahwa rokok-rokok tersebut dilarang 
beredar sesuai yang diatur oleh undang-undang. 
2) Pelaku-pelaku kecil masih bisa dikendalikan dengan di 
sita rokok-rokok ilegalnya dan di beri tahu bahwa barang 
tersebut dilarang, karna para pengusaha pabrik rokok legal 
belum menjerit karna produknya belum terganggu dengan 
peredaran rokok ilegal tersebut. 
Berdasarkan data tersebut, maka jelaslah bahwa ketentuan 
pidana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 
tentang Cukai belum dapat sepenuhnya diterapkan di dalam 
praktiknya meskipun unsur-unsur nya sudah terpenuhi tetapi dalam 
penegakannya juga dipengaruhi oleh kendala-kendala yang 
menghambat penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai 
tersebut. 
b. Operasi Pasar 
 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ardiyanto, Seksi 
Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai (KPPBC) Kota Tegal, operasi pasar selama priode 2016 
sampai dengan bulan April 2019 telah melakukan beberapa kali 
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operasi mandiri gabungan bersama Tim Pemantauan Harga Jual 
Enceran Hasil Tembakau (HJE HT) dari Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai74. 
c. Penegahan atau Penyitaan 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan PLH Kepala Sub Bagian  
Umum, dalam Bea dan Cukai mengenal Penegahan yaitu Penyitaan 
dengan status barang sitaan:75 
(1) Sita Negara (Barang Milik Negara) 
 
(2) Dilelang 
 
(3) Dimusnahkan 
 
Dalam rokok ilegal tanpa cukai jenis rokok kawasan bebas dan rokok 
polos, maka karna rokok tersebut sudah mutlak tidak boleh diedarkan 
di wilayah Kota Tegal, maka berdasarkan aturan undang-undang cukai 
maka barang harus dimusnahkan76. 
d. Pemusnahan 
 
Berikut ini data yang bersumber dari bagian Penindakan dan 
Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
(KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tegal sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
74Wawancara dengan Bapak Wahid Sandi, Kepala Sub Bagian Umum Kantor  
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tegal, Pada 
Jumat, 24 Juli 2020. 
75Wawancara dengan Bapak Wahid Sandi, Kepala Sub Bagian Umum Kantor  
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tegal, Pada 
Jumat, 24 Juli 2020 
76Ibid. 
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Tabel II. 
Hasil Penyitaan Rokok Ilegal Tanpa Cukai yang Ditangani Oleh 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe 
Madya Pabean C Kota Tegal Tahun 2016 s/d April 2019 
 
No. Tahun Jumlah Rokok Keterangan 
1. 2016-2017 74.463 batang Sudah dimusnahkan 
2. 2018-2019 4.180.352 batang Sudah dimusnahkan 
Total 4.258.815 batang  
 
Sumber : Data olahan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
(KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tegal 
 
 
Di dalam hukum pidana tidak dikenal istilah damai semua perkara 
yang masuk harus diselesaikan secara hukum dengan cara dimasukkan ke 
pengadilan melalui sarana penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan, 
sekali perkara masuk maka tidak ada peluang perkara dihentikan kecuali 
oleh alasan yuridis dan faktual dimana tidak cukup alasan untuk 
diteruskan77. 
Penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Kota 
Tegal menurut penulis adalah bersifat pengendalian guna mengurangi 
peredaran rokok ilegal, namun sampai saat ini belum ada pelaku-pelaku 
tindak pidana cukai tersebut yang di tindak sampai ke proses pemeriksaan di 
pengadilan. Meskipun dari tindakan-tindakan tindak pidana peredaran rokok 
ilegal tanpa cukai untuk para pelaku dan bahkan pedagang-pedagang rokok 
tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 54 
dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang 
bunyinya  bahwa Setiap  orang  yang  menawarkan,  menyerahkan, menjual, 
77Erdianto,  Makelar  kasus/Mafia  Hukum,  Modus  Operandi  dan  Faktor Penyebabnya, 
Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1, Agustus, 2010, hlm. 30. 
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atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk 
penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda 
pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun, menyimpan, 
memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena 
cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak 
pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana 
denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) 
kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. 
Kajian dari unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 
tersebut adalah sebagai berikut:78 
(1) Unsur “Setiap Orang” 
 
Yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap orang pribadi atau 
setiap badan hukum. 
(2) Unsur ”menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk 
dijual, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, 
memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya 
atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana” 
Berdasarkan beberapa perbuatan tersebut merupakan salah satu unsur- 
unsur delik yang harus dipenuhi terhadap peredaran rokok ilegal tanpa 
cukai. Sehingga perbuatan pelaku-pelaku dan bahkan pedagang- 
pedagang kecilpun sudah dapat dijerat dengan pasal ini. 
 
78Kajian Kajian Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tenang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. 
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(3) Unsur “barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran 
atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan 
cukai lainnya dan berasal dari tindak pidana”. 
Dalam proses penegakan hukum kasus tindak pidana khususnya 
tindak peredaran rokok ilegal tanpa cukai pastilah memiliki suatu hambatan, 
adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para Petugas Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai Kota Tegal dalam menangani kasus 
tersebut antara lain: 
a. Kurangnya peran masyarakat 
 
Penegakan hukum tak lepas dari peran masyarakat, karena pada 
akhirnya suatu hasil yang didapat dari hal tersebut adalah untuk 
mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, 
dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat mempengaruhi 
penegakan hukum tersebut. Faktor masyarakat terdiri dari kurangnya 
peran pedagang kecil dan kurangnya peran masyarakat serta 
pengetahuan yang minim dari masyarakat itu sendiri. 
b. Cukup sulit menemukan penyalur rokok illegal 
 
Hambatan yang dialami selanjutnya yaitu cukup sulitnya menemukan 
penyalur dari rokok ilegal, hal ini adalah faktor yang 
berkesinambungan dengan turut andilnya peran masyarakat dalam 
penegakan kasus peredaran rokok ilegal tersebut. Para peredar yang 
mulai jeli mencari peluang dalam mengedarkan rokok ilegal cukup 
menghambat petugas dalam proses penegakan kasus ini. 
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Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi dan penegakan hukum 
peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kota Tegal menurut penulis sudah 
cukup baik namun perlu adanya upaya lain yang menyempurnakan 
pemberantasan peredaran rokok ilegal tersebut seperti terutama upaya yang 
paling baik menurut penulis adalah dengan memberikan sanksi hukuman 
tegas sesuai yang di atur dalam ketentuan undang-undang cukai sehingga 
dapat menjerat para pelaku dan menimbulkan efek jera sehingga dapat 
menjadikan orang yang ingin mengedarkan rokok ilegal menjadi takut untuk 
melakukan perbuatan tersebut. 
  
 
BAB IV 
PENUTUP 
 
 
A. Simpulan 
 
Berdasarkan hasil pembahasan tentang permasalahan dalam 
penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana 
penyelundupan di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 50, Pasal 
52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 
58A, dan Pasal 62 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 39 
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. 
2. Penegakan hukum dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa 
cukai yaitu berupa penegakan hukum secara preventif (pencegahan) 
dan represif (penindakan). Penegakan hukum secara preventif yaitu 
dapat berupa Mengadakan Penyuluhan Hukum, Melaksanakan 
Pengamatan dan melakukan patroli, sedangkan penegakan hukum 
secara represif yaitu berupa melakukan penangkapan, operasi pasar, 
penegahan atau penyitaan, serta pemusnahan barang hasil temuan di 
lapangan. Kurangnya peran masyarakat serta cukup sulitnya 
menemukan penyalur rokok ilegal merupakan faktor penghambat dari 
penegakan peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kota Tegal. 
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B. Saran 
 
Berdasarkan kesimpulan pada penelitian, maka saran yang akan 
dikemukakan sebagai berikut: 
1. Pasal-pasal mengenai sanksi pidana di dalam Undang–Undang 
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang 
Cukai harus lebih diformulasikan kepada pengembalian kerugian 
negara melalui kegiatan lelang dan hasilnya dikembalikan kepada 
negara, hal tersebut akan meminimalisir kerugian negara yang 
disebabkan oleh peredaran rokok ilegal tanpa cukai. 
2. Dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana peredaran rokok 
ilegal tanpa cukai pada kasus ini diharapkan dapat menerapkan 
sanksi pidana serta menjangkau pedagang kecil dan penyalur rokok 
ilegal tanpa cukai lebih luas sehingga dapat bekerja lebih efektif 
dalam menegakan hukum terhadap kasus peredaran rokok ilegal 
sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta diharapkan pula 
peran aktif dari masyarakat untuk ikut serta memberikan 
informasiguna mencegah peredaran rokok ilegal tanpa cukai. 
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